
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NoM OR : 462 / PL.o2.2 -Kpt / 3324 / KPU -Kab / xI / 20 L9

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT

PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN

DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN KENDAL,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (21

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OLS tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL7,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang

Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling

Sedikit Partai Politik, Sebagai Persyaratan Pencalonan dari

Partai
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Partai Politik dan/atau Gabungan Partai politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 421;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OA8 tentang paftai politik

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2OlL tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 Tentang Partai Politik
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 8,

Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

s18e);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 48461;

4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56791;

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

s6s6)
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5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor

130, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OIZ tentang pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtZ

Nomor 182, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLT Nomor 6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tel,ah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata

Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

Pemilihan Kabupate n / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OL7,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 8261;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota-

12. Peraturan...
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12. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor ls rahun 2olg
tentang Tahapan, program dan Jadwar penyelenggaraan

Pemffian Gubernur dan wakfl Gubernur, Bupati dan wakil
Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2ozo;

13. Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Kendal
Nomor : 45 1/Pp.0 r.2-Kpt/ 3s24 lKP,u-Kab/rx/ 20 19 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kendal
Tahun 2O2A;

1. Berita Acara Rapat pleno Komisi pemilihan umum
Kabupaten Kendal Nomor: 103/pp.01.2-BA/5J24lKpU_
Kab/XL/2OL9 tanggal 11 November zALg mengenai
Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah suara sah paling

sedikit Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan dari
Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2A2O

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah pemerintah Kabupaten
Kendal dengan Komisi pemilihan umum Kabupaten Kendal
Nomor 900/4/NPHDI2A19 Nomor 568/pp.01.2_
Spj/332+/KPU-Kab/X/2AD tanggal 1 Oktober 2}tg tentang
Pelaksanaal Dana Hibah penyelenggaraa.n pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA

SAH PALING SEDIKIT PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN

PBNCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GAE}UNGAN

PARTA] POLITIK DALAM PEMILII{AN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O;

: Menetapkan Jumlah suara sah partai politik dan perolehan

Kursi dalem Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2olg sebagai

Persyaratan Pencalonan dari partai politik danlatau Gabungan
Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kendal
Tahun 2O2O sebagai berikut :

NO. ...
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NO. PARTAI POLITIK JUMLAH
KURSI

JUIELAII
SUARA SAH

I PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10 117.107

2. PARTAI GERINDRA 6 56.630

PDI PERJUANGAN 10 112. i59

4 PARTAI GOLKAR 3 48.690

5. PARTAI NasDem 2 44.t65

6 PARTAI GARUDA 4.515

7 PARTAI BERKARYA 7.588

8 PARTAI KEADILAN SE.'AHTERA 2 34.695

9 PARTAI PERINDO 1 14.561

10.
PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN 5 58.834

11
PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA 3.341

PARTAI AMANAT NASIONAL J 45.722

13. PARTAI HANURA 7.355

14. PARTAI DEMOKRAT 3 29.810

19 PARTAI BULAN BINTANG 690

20. PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA

JUMLAH 45 585.862

: Jumlah Paling sedikit Perolehan Kursi partai politik dan/atau
Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon
dalram Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kendal tahun 2o2o
adalah 2o o/o (dua puluh persen) dari 4s (empat puluh lima)
kursi di DPRD Kabupaten Kendar tahun 2olg, adalah sebanyak
9 (sembilanf kursi;

KEEMPAT..

3.

12.
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: Jumlah Paling sedikit perolehan suara sah partai politik

dan/atau Gabungan Pafiai politik yang mendaftarkan pasangan

caron dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kendal tahun
2A2O adalah 25o/o ldua puluh lima persen) dari 585.862 (Lima

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam puluh Dua)
suara sah dalam Pemilihan umum Anggota Dewan perwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2org, adalah sebanyak
146.465,5 (seratus Empat Fuluh Enam Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Lima Koma Lima) suara kemudian dibulatkan menjadi
l#.#6 (seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam
Puluh tnam) suara;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KENDAL,

OKTARIA


